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EATA PENGANTAR

Pujl syukur atas kehadirat Allsh SWT. vang telsh melimpahkan rahmat
dan hidayah-Nva, schingea penvusunan Leporan Kinerja Instansi Pemerintah
[LKjIF] Sekretariat Daecrah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dapat
disclesaikan. Scbagnimana diamanatkan dalam Feraturan Presiden Repuhlik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineria instansi
Pemerintah (SAKIP), penyusurian Laporan Kineda instansi Pemerintah [LKjTP
merupakin upava untuk menginformasikan penacggungiawaban kinerja vang
telah ditetapkan dalam Rencans Strategis (Renstra), hal Ini juga menipakan
perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang tansparan dan akuntabel
scra menciptakan Good and Clean Government.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LEjIF)  Sekretariat
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 merupakan hasil pencapaian
kinerja penvelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sckretariar Daerah
Kabupaten Lima Puluh. Hal ini scsual dengean pedoman Peraturan Menterd
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Momor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kineda, Pelaporat
Kinerjs dan Tata Cara Reviu Atas Laporun Kimerja Instansi Pemerintah,

Semoga Laporan Kinera Inslansi Pemerintah  Sekvstariat Daergh
Kabupaten Lima Poluh Kota Tahun 2020 Ind bermanfaat dan dapat dijadikan
parameter terhadap pencapaian kinerfa pelaksanaan pembangunan tahun 2020
dan schdgal bahan masuksn untuk penvempurnaan dalam meningkatkan
kinerja seria penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kab.
Lima Puluh Kota ini memberikan gambaran tentang kinerja Sekretariat
Daerah pada tahun 2020, LKJIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja,
tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam
rangka peningkatan kineda diwalty vang akan datang. Dengan langkah ini
Sekretariat Daerah senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam
mewljudkan praktek-praktek penyvelenggaraan pemerintahan yvang baik dan
meningkatkan kualitas pelavanan publik, LKjIP memberikan informasi
keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta
hambatan-hambatan / kendala vang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan,

Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upava dalam rangka
perbaikan kinerja agar sasaran vang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai
vang direncanakan, Sesuai DPA-F Tahun anggaran 2020 Sekretariat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota mengelola anggaran sebesar Rp
27,064,945,473 - vang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp
10,598,846,177,- dan Belanja Langsung sebesar Rp  16,466,099,296,-.
Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, vaitu belanja gaji
dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota. Realisasi keuangan sebesar 96,14 % dengan penverapan
dana sebesar Rp 26,020,617,505, -

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Keglatan, Sekretariat
Daerah melaksanakan 29 program dan 89 kegiatan, Perkembangan
pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun
2020 adalah realisasi fisik sebesar 100 %. Dari hasil pengukuran kinerja,
secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat
dikategorikan sangat bafk. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari
11 (sebelas) indikator kinerja berada di interval 95-100 atau sangat berhasil.

Selanjutnya LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu
bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan
kinerja Pemerintah Daerah,
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BAE 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
[LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan vang harus dilakukan
setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari
evaluasi semua rangkaian vang telah dilakukan selama satu tahun
ANgEAran. Kesemuanyas harus terangkum dalam Laporan
Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP], selain sebagai
bahan evaluasi dari rangkaian program vang telah dicanangkan pacta
awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun
langkah-langkah pada tahun berikutnyva.

Cengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya vaitu
Instruksi Presiden Republikindonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [AKIP) serta Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasé
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanfian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja
pemerintah vang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran VANgZ
telah ditetapkan melalui alat pertanggungiawaban secara periodik.
Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah vang baik,
Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku unsur
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pembantu pimpinan, dituntut selaly melakukan pembenahan kinera,
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran seris
fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sub
sistem dari sistem Pemerintahan Daerah vang berupayva memenuhi
aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan
Sasaran pembangunan YEng dilakukan tidak hanva
mempertimbangkan visi dan mis daerah, melainkan kondisitasnva
dengan tujuan dan sasaran vang ingin dicapai pada lingkup
pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnyva suaty
tata pemerintahan yang baik dan akuntabei merupakan harapan
semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungiawaban vang tepat, jelas, terukur,
legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdava guna. berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nemor 28 tahun
1999 tentang Penvelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan
Korupsi, Keolusi Dan Nepotisme. Dalam salah sati pasal dalam
undang-undang tersebut menvatakan bahwa azas-azes umum
penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum. azas tertib
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan,
azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas
akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada
masvarakat atau rakvat sebagai pemepang kedaulatan tertinggi
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
vang berlaku.

LA Bedoar Rae, Lima Pl _
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1.2

TUGAS DAN WEWENANG

Jesual dengan Peraturan Bupat Lims Puluh Kota Nomor 45

Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fingsi serta tata kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota,
Sekretaris Daerah mempunvai tugas membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelavanan administratif
dan mengendalikan pelaksanasn kegiatan tugas Sekretariat Daerah
dan seluroh perangkat daerah,

Untuk menyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

f.

perumusan rencana strategis, rencana keria dan penetapan
kinerja Sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD);

pembinaan, pengawasan dan pengendalian penvusunan rencana
strategis  (Rensira] Sekretariat sesuai dengan rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJ MD):
penyelenggaraan perumusan dan penetapar, pembinaan dan
pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten:

penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli di
lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan:
penvelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada
Inspektorat;

perumusan  kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan
evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber dayva manusia
[SDM) Aparatur Pemerintah Kabupaten;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan
pemerintahan, penunjang urusan pemerintehan dan  unsur
penunjang urusan pemerintahan kabupaten;

LIGTF Setcts K Lo Pt ey (R
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h. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan
perangkat daerah kabupaten;

i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (AKIP) pelaksana urusan pemerintahan,
PenUnjang urusan pemerintahan den unsur penunjang urusan
pemerintahan kabupaten:

J. Pengawasan Pelaksanaan kebjakan daerah sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki;

k. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran
Sekretariat Daerah: dan

I pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Daerah dalam
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
(1] Asisten Pemerintahan mengkoordinir dan membawahi -
8. Bagian Tata Pemerintahan Umum, yang terdiri dari :
I. Sub Bagian Koordinasi Antar Lembaga;
4. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
3. Sub Bagian Otonomi Daerah.
b. Bagian Hukum, vang terdiri dari :
I. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum:
3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM,
©. Bagian Organisasi, vang terdiri -
1. Sub Bagian Kelembagaan:
2. Bub Bagian Ketatalaksanaan:
J. 3ub Bagian Analisa Jabatan.
[2] Asisten Perekonomian dan  Pembangunan mengkoordinir dan
membawahi :
a. Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Kerjasama Perekonomiarn:

2. Sub Bagian Kerjasama Sosial dan Budaya;
4. Sub Bagian Jaringan Kemunikasi Dengan Rantau,

) T ey
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b, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, vang terdiri dari -
I. Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa;
4. Sub Bagian Pengendalian SDM dan kelembagaan PRI
d. Bub Bagian Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa.
c. Hagtan Perekonomian, yvang terdiri dari :
L. Sub Bagian Sarana Perekonomian:
4. Sub Bagian Sarana Produksi:
3. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD,
d. Bagian Kesejahteraan Rakyat, vang terdiri dari -
1. Bub Bagian Koordinasi Pembangunan SDM;
2. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;
3. Bub Bagian Kebudayvaan dan Keagamaan,
Asisten Administrasi Umum mengkoordinir dan membawahj -
a. Bagian Umum dan Perlengkapan, yang terdiri dari -
|. Sub Bagian Rumah Tangga;
2. Bub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Perlengkapan.
b. Bagian Keuangan :
1, Sub Bagian Pemyusunan Program dan Pelaporan:
2, Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
4. Sub Bagian Anggaran.
. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan, yang terdiri dari;
1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat:
2. Sub Bagian Dokumentasi dan Multimedia;
3. Sub Bagian Protokoler.
Staf Ahli Bupati terdiri dari:
1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan:
2. Btaf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan: dan
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SumberDayva
Manusia.
Kelompok Jabatan Fungsional.

TR —— . |
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1.3. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinva, Sekretariat
Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan tenaga vang professional vang
mampu bekerja secara optimal dengan keahlian vang dimilikinva, memiliki
kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam
melakukan perubahan vang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi,
responsivitas yang tinggi karena tuntutan untuk mampu menterjemahkan
berbagal aspirasi dan tuntutan masyarakat dan para pemangku
kepentingan, dan berwawasan entrepreneur karena tuntutan untuk
membangun sinergi, kerjasama vang baik dengan para pemanghku
kepentingan.

Saat ini, Sekretariat Daergh Kabupaten Lima Puluh Kota memilild 121
orang pegawai ASN yang terdiri dari beberapa strata pendidikan dan
golongan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.1
Komposisi ASN
Berdasarkan Golongan/ Ruang
Per-Desember 2020
¥o i PRIA WANITA JUMLAH
EEPEGAWAIAN
1 Golongan TV L4 5 19
4 Oolongan [ 34 a7 71
3 Gologan [l 17 4 21
4 Golomgan | 3 . 3
JUMLAH &5 46 114
Tabel 1.3.2
Komposisi ASN
Berdasarkan Tingkat Eselonisasi

Per. Desember 2020

NO STATUS KEPEGAWAIAN PRIA WANITA JUMLAH
1 Eselon 11 4 2 i)
2 Eselon 111 T 2 g

wRITP e Ko Lirae Pufufy Sove _
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3 Eselon IV 14 13 27
JUMLAH

Tabel 1.3.3
Komposisi ASN
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Desember 2020

NO STATUS KEPEGAWAIAN PRIA WANITA JUMLAH

| Setingkat Magister [Strata 11| 12 9 21
2 Sectingkat Sarjana (Strata [) 28 25 53
3  Setingkat Diploma (D3] 2 4 6
4 Setingkat D4 - -
4  Setingkat SMA 12 2 14
5 Setingkat SMP 1 = 1
6 Setingkat SD 2 . 2
JUMLAH 57 40
97

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil
Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kekurangan

atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh jumlah
yang kurang namun dikarenakan penerapan budava leaming by doing dan
saling berbagi informasi dengan membangun kemunikasi dan transfer
pengetahuan, penyelenggaraan tugas pokok dan tugas kedinasan lainnyea
dapat berjalan dengan haik.

1.4. ISU- ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN UTAMA YANG
DIHADAPI

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat
Daerah vang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pedoman teknis
kelembagaan organisasi dapat diidentifikasi permasalshan di Sekretariat
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berilcut :

WWWH‘HHWN&H—_
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1. Belum optimalnva koordinasi perangkat  daerah dalam rangka
peningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif vang
kondusil bagi terciptanya birokrasi vang bersih dan akuntabel, efektif
dan efisien serta mampu memberikan pelayanan vang berkualitas:

2. Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah tentang tugas dan
fungsi Sekretariat Daerah; dan

3, Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen vang berbasis
Teknologi Informasi,

Dari rumusan permasalahan vang telah diidentifikasi berdasarkan data
kesenjangan [gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan
yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan
menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah,

1.5. BISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan vang digunakan pada penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah [LKilP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tahun 2019 ini, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan Latar Belakang, Tugas dan wewenang, sumber daya
aparatur, Isu- isu strategis dan permasalahan vang dihadapi di
Sekretariat Daerah sistematika laporan.

BAB Il FERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menjelaskan tentang Rencana
Strategis ., Indikator Kinerja Utama (IKU] Sekretariat Daerah,
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta perencanaan ATNEEATAI VANE
telah direncanakan di Sekretariat Daerah.

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja bab ini menguraikan tentang Metodalogi
vang digunakan untuk pengukuran capaian target kinerja serta
hasil pengukuran kinerja vang didapat, analisis mengenai capaian

P T e——
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kinerja, realisasi dan efektifitas anggaran serta tindak lanjut
rekomendasi Inspektorat Kabupaten

BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah serta hal hal vang perly
dijadikan evaluasi dimasa datang.

T T — |
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BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis merupakan dokumen vang disusun
melalui proses sistematis dan herkelanjutan Serta merupakan
perjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah vang terpilih dan
terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah
vang bersangkutan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, vaitu
vang dimulai dari Tahun 2016 sampal dengan 2021, yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 20160

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan

arah terhadap kebijakan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota. strategi pembangunan, kebijakan umum dan

program | kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Sebagal pedoman penyusunan Renja dan LKjlP Sekretanat
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota antara tahun 2016-2021;

2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan setiap Bagian di lingkungan Sekretarial Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota antara tahun 2016-2021;

3. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Bagian di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan
kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
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4. Sebagal mstrumen untuk memahami Secara utuh dan
memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh
bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Pulubh
Kota guna memahami arah kebijakan dan program seT1a
kegiatan operasional tahunan.

2.1.1 Visi

Adapun Visi yang tertuang dalam RPIMD tersebut adalah
“TERWLUJUDNYA KABLUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN
DINAMIS “YANG MANTAF BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWAS,
Pada Visi terdapat 4 (empat] kata kunci vaitu Sejahtera, Dinamis,
sMantap®, serta Iman dan Taqwa. Sejahtera adalah merupakan
refleksi  dari  berkurangnva masyarakat miskin, meningkatmya
pendapatan dan daya beli masvarakat, meningkatnya kualitas hidup
dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Dinamis adalah gambaran
suatu sikap vang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan.
Mantap adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan
Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalmat yang
menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
pemeriniahan vang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punva
harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran. Sedangkan Iman dan
Tagwa merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya
kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yvang saleh
dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyalkini.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang
sejahtera dan dinasmis yang mantap berlandaskan iman dan tagwa
vang telah dirumuskan diatas adalah melalui & Misi Pembangunarn
Daerah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan
berbudaya,
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2, Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi
perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat
dengan pemanfaatan potensi daerah.

3. Meningkatkan kualitas sumber dayva manusia.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan

publik.

5. Memperkuat kelembagaan mnagari untuk melaksanakan
pembangunan berhasis jorong,

6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan
daerah basis perjuangan.

Berpedoman kepada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yakni
Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis *
Yang Mantap © Berlandaskan iman dan Tagqwa, maka Sekretariat
Daerah Kab. Lima Puluh Kota menetapkan visi sebagai berikut ;

% Terwujudnya pelaksanaan  pengkoordinasian, tugas-tugass
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administratif
yang handal dan akuntabel”

Aluntabel adalah diukur dan terlaksananya keglatan sesuai dengan
Standar Operasional dan sesuai peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Handal adalah diukur dari kemampuan aparatur daerah dalam
menjalankan pemerintahan, administrasi dan pembangunan.

2.1.2, Misi

Berpedoman pada uraian tersebut Sekretariat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota menyimpulkan misi sebagai berikut :
1 Mengoptimalkan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan
produk hukum daerah.
2. Meningkatkan pengkoordinasian dan tatalaksana pelaksanaan
tugas seluruh perangkat daerah.
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3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah, keuangan daerah dan kepegawaian daerah.

4. Meningkatkan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur
sipil negara pada perangkat daerah,

5 Meningkatkan kinerja dan akutabilitas kineria pelaksanaan
urusan Pemerintah Daecrah.

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota di atas, maka Visi dan Misi tersebut
harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka
waktu 1 (satu] sampai dengan 5 {lima) tahun. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan
mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena
itu, rumusan tujusn vang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

“Fasilitasi dan Eoordinasi Bidang Pemerintahan,Bidang

Perekonomian dan Pelayanan Administrasi Umum”

2.1.4, Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran
Merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun
waktu tertentu.Sasaran dari masing-masing tujuan vang telah
ditetapkan adalah sebagai bherikut !
1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
dan Hukum
2. Meningkatmya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian,
Pembangunan, Kesra dan Kerjasama
3.  Terwujutnya Pelayenan Administrasi Umum vang efektif dan
efigien
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Tabel 2.1.4
Tujuan dan sasaran
No Tujuan Sasaran
1  Fasilitas: dan Koordinasi 1 Meningkatmya fasilitasi dan
Bidang Koordinasi Bidang Pemerintahan
Pemnerintahan Bidang dan Hukum
Perekonomian 2 Meningkatnya Fasilitasi dan
dan Pelayanan Administrasi Koordinasi Bidang Perekonomian,
Umum Pembangunan, Kesejahteraan

rakvat dan Kerjasama daerah.
3 Terwujutnya Pelayanan Administrasi
Umum yang efektil dan efisien

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU)

Indikator KinerjaUtama merupakan ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebaga salah
satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
kelols pemerintahan vang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor : PER/00/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah,

Sehubungan dengan telah direvisinva RPJMD Kab. Lima Puluh Kota
maka untuk menyelaraskan hal tersebut, IKU OFD harus disesuailan
kembali RFJMD dimaksud, agar Tujuan dan sasaran OPD dapat tercapai
secara terarah, optimal dan terukur. Maka disusun kembali Indikator
Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai
berikut :
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SASARAN
STRATEGIS

L Meningkatnya
fasilitasi dan
Eoordinast
Hidang
Pemerintahan
dan Hulum

2. Meningkatnys
Fusilitasi dan
Roordines
Bidang .
Perehonoimas,
Pembangunan,
Hesra dan

Kerjasama

Tabel 2.2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

INDIKATOR
KINERJA
Milai EXFFD

Feraentase
Reguatan
Pemerintahan
vang terfasiitan

Hilat Eomponen
Pelaporan
Aluntabilites
Kinerjim
Fate- rata Milai
Intleks Kepuasan
Masyarakai

Persentase produk
Hukum yang
aEGURE]

mekanisme
pembentuban
prﬁ-ﬂu.k hukum
darrah

Perseninsc
Koordinasi S=lctor
perckonomian

Imntarnye

pengadaan barang
den jasa di
Kabupaten Lima

Haall evaluam oleh
Tim Penilai pusat/|
nasinnsl

Jumilah Kegatan
Urusan
pPEmertn
teriasiiibas
Jumleh Kegintan
Pemerintah dasraky
100

Yang

Hesil evalunst AKIP
oleh KemenPAN-
RB/Tim

Hata-rate nilal IKM
OFD yang
melakranakan sEnvey
Kepuason Mesyaraknt
beridasarkam

PermenPAN-RB Mo 10
Tahun 2014 i
Hepumsan MenPAN
)-8

Kep/ 25 M.PAN 2 /200
&

Julag TAMNCOIERS
produk  Wuakum - yang
x Bk

R g T

lukum yang maseh x
P00,

Jumlah kegiatan
Selktor
Perclkonomian ¥ang
dikoordinasiknn
ditahun i f
Jumlah ssluruh
leegiatnn Sektor
Perelkonomian X
100%

Jumiah paket
dikurangi jumlsh
sanggah yang
rerbubet] benar +
putus kontrak

Bagian Organisasi

Bagian Organisas

Bagian Hukum

Perelkonomean

Bagian Pengndaan
Barang dan JJass
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3. Terwujudnyn
Pelaynnan

Umum yang
plelktif den
cllsien

Puluh Kota yang
sl dengan
WILTER
perundang-

un _
Persentase OFD
dengan
Pencapaian
Program dan
Kegiatan diatas
B0

Persentase
Pengadaan Barang
dart Jaosa malalul
Aplilasi SPSE
sesuAl dengan
Perscninse

Masjid /
Mushallaj Surau /
MDA/ TPQ vang
dibmste Pemda
melalui hibah
Pereeninse

Kowisl
Keagamaan YEIg
teskoordinasi

Porsentase
ke rjakarma yang
terlaslitne

Perseniase
terpenuhinya

Wakil KDH

Nilai Akuntabilites
Leleretarat
Daerah

Persentase
kegiatan
Pemeriniah
Daeral vang
terpyblikasikan

Jumilah Pakst Lolang =
10PN

Jumiah M

Mushalin/fBormmf MOAS
umiak It

M ushiadla Saran | MDA/

TR K 100

Jumlah HKegiatan
hewgamann yang
teflooordinsd padi
ahun-n

Kepgnmasn x

100

Yy terealisasd
P o |iwn

h%rﬂm n

WETL hiss
ditindalkianfuti
= 100

pelayanan
KDH S WKDH

o 1T T
Jumbah lirgintmn
selurihryn x 100

Y

Hasil evaluast AKIP :

aleh Inspektorat
hahupaten

Jumlal kegiatan
pemerintah dacrah
yang

terpu blikasikan
Jml. selaruh
kegintan intah
daerah & 100%%

g
dary Adminisrras
Pembangunan

Barang dan Jusa

Hagat
Ressjahterann
kyat

Kessjahteraan
rakyal

dan Administras
Pembangunan

Bagian Umum diun
Perlengkapan

- Bagian Keuangan
= Ragian Umum dan
Perlenglapan

Bagian Humas
Pembentann

[ITIETeRy————



@ FECRETARM T DA SN KAFUPATEN LiviA PLTLW KOTA

2.3. PERJANJIAN EKINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome] wajib
dituangkan dalam dokumen pernyataan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja vang merupakan tekad dan janji dari perencana
kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di
lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses lentang
memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan,
Perericanaan kinerja vang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna
untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yvang
terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih
baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah,
Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupsten Lima
Puluh Kota Tahun 2019 yang kemudian direvisi menyesuaikan dengan
RPJMD dan IKU OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
PERJANJIAN KINERJA 2020
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO m INDIKATOR KINERJA FAROEY
1. Meningkatnys Nilsi EKFPD Knb. Lima  Nilai EKPPD 3,1750 di tinghat
fasilitasl dan Puluh Keta Tinglst Provinsi

HKoordinasi Bidang Projunsi

Pemeninialian dan .

Hukum Persentase Kegiatan VO
Pemerintnhan vang
terfasilitast

Prorsentase rancangan i
produk hulum yang

ditindabklanjuti sesum

dengan mekanisme

pemben tukan produk

hulorm dasrab
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Meningkatnya
Fasilitas) dan
Koordinasi Hidang
Perekonomian,
Pembangunen,
kesra dan
Kerjaasma

Terwujumya
Peleyanan
Administrasi
Umum yang efekril
dan sfisen

Milai Komponen
Pelapoman Akuntabilitas
Kinesja

indeks Kepuasan
Musvarakat

Persentase Koordinas
sekror Pereloonomin,

Perusniase lancarmyi
barung dan
jasa di Kabupaten Lima
Puluh Kola vang sesusi
dengan aturan
perundang-undangasn
Persentase Masiid
Mushalia/ Surauf
MDA/ TPQ yang
dibantu Pemda melaui
Perseniase peningkntan
kesepalatan kerjasama
vang ditindaklanjutl

Persentase kegiatan

Daeral yang ternusun

Persentases sarana dan
a KDH /WEDH

dalam feomdisi baik

C.PERENCANAAN ANGGARAN 2020

Milai 67

7.85%

TS5

100%

1 Dakamen

D

Untuk melaksanakan 3 sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator

kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh
anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2,3.2

PERENCANAAN ANGCGARAN 2020

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA FULUH KOTA

[Ho

Program Anggaran (Rp)
1 | Program Palaiaren Adrminiviraal Pediantaran 5 ALS. TI0 IS0
1 | Program Feningkatan Sarana gan Prasarans Agaratur 4,111 963,500
' Frogram Senimgkatan Cisglin Apssamr 215,000,000
4 [ Frogram Peningkatan Sapasiins Sumbar Daya Aparalut | 2,450,000

LIGIP Setete Kab.Lima Puluh Kote T
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“Brogesm Paningkatan Pangemia rgan Sistem Pelaporan o+ Capaian Kimarja gan Keuangsn

3 133,618,000 |
£ Frogram Pemmgkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Baarah, Wkl Lipata Doarah 751 E13500 |
=T Fragram Gpumaliass Pemantaaton Teknolag) Informas 35,577,300 |

[T | Program Peninghstan Kirpaams i pamesintsh caprsh m.m_._.'m—l_
[ 9 Tragrarh Fenatadn PeraTuran Perundang-Lndangan SED, 675421 |

6 | Frogram Pergrssn Oasesh Clonomi Baru 6840, m00 |
1T | Feogrem Aaformasi Birokrasi 9681517 |
17 | Frogam Pengambangan temitraan 10,570,000 |
T8 | Program Pamberciayasn Ealembagasn yasojahtaraan Soasl | 137,447,000 |
18 | Program Pedincungan dan Eorearvas Surnbir Duys Aarm 1850000 |

% T Fragram Pengembangan Kamunikas, (nformast dan Media Masea 11,235,400 .|
16 | Progrem bermsama informas dan Wedia Maxia 1,015,648.851 |
17 ::n.rrm PargEmbanga EawirarEahaan dan Neunggulan Kampetitf Usaha Eec E:I..mﬁ]
[ Rl
i wf Seembirean Sisam Pendukung Usaha bagl Uraha Witr Kecll Menengsh | A7 ARG, 500 '|
15 | Program Peninghatan Promosl can Kefasama irvesiasi | 77,847,500 |
i —————_______ ||
71 | Program Pengembangan Nilal Buciys IS ETLEOG

37 | Program Periwungan forsuman dian PRngamanan Percagangan ITL1i5 258
23 | Frogiam Peningkaten Eftsiens Perdagangar: Dalam Mege 31,543,200 |
30| Frogram Pevngkatan Sisiem Pengawassn intarnal dan Pengendalian Kebirkn KoM 465,554 365

35 | Frogram Feninghetan Kapasicas Sumber Daya Apdratur ——————— T SRR
| & Frogeam Paembinatn dar Pengambangsn Aparatu i 53,555,000

37 | Progrem Pembinsan dan Pangawasan bigeng Fertambangin l 2503000
18 | Program Peningkatan Pamaharnan Kesgamadn Masyarakil FEEFFICE
10 | Program Pembirasn K=agamaan hesyarskat 32,445,000 |

Jumlah 18.455.099,296
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINER.JA

Akuniabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja,
yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan vang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Organisasi
Sekrotariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Cakupan pengukuran
kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian
indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian
sistemnatik dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan
berupa indikator-indikator masukan [(nputs), keluaran (oufpuls), hasil
(outcomes).

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak vang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/ pemberi amanah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengemban
amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota vang dibuat sesual ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara
Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
3014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target masing-masing indikator sasaran srategis vang ditetapkan dalam
dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017.

LN fercis Kats Lima P Kata T
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Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi
Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran kinerja vang digunakan untuk membandingkan
target kineria dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sesaran
strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang dimaksud,
digunakan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran
strategis dan analisis penvebab keberhasilan / kegagalan capaian target
indikator kinerja vang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan /[
kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan [/ kegagalan
capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan /
kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)sebagal
tabel berikut :

TABEL 3.1.1
KLASIFTKAS] PENILAIAN DAN KATEGOR! PENILAIAN KEBERHASILAN /
KEGACALAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGT DAN CAPAIAN INDIKATOR

KO KLASIFIKAS] PENILAIAN PREDIKAT
1 91% - 100% Sangat Tingel
2 T6% — 90% Tingel
3 B6%: - 75% Sedang
4 51% - 65% Rendah
3 s 0%, Sangat Rendah

LK fetds Kot iz Pl ot BRI



@MJRHT DAFTAH KASLPATEN LiMA PULLA ROITA

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi Dan Persentase Capatan Indikator Kinerja
vang disusun seperti tabel berikut:

s SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI % CAPALAN
STRATEGIS KINERLA e
1 Meningkatnya  Nilal EKPPD  Milai EKPPD 29731 84,38
fasilitasi dan Kabupaten Lima Tahun2019
K oordinasi Fuluh Eata 3,1500
Bidang Tingkat  Provinsi
Pamarintahan Sumatera Barat
dan Hukum Persentate 100 100% 100%
produk Hukum
yang sesuak
CEngIN
mekanisme
pembaniukan
produlk hukum
daerah _
Persentase 1009% 100% 100%
Kogiatan
Pemerintahan
yang terfas(iitasi
Nilsi Komponen &7 E3,70 104,02
Palzparan
Akuntabilitas
Kinerjs
Indeks Kepuasan 7 £35 107, 79%
Masyarzkat
2 Meningkatiya  Persantase 907 a1.58% 101,75%
Fasilitas dan Koordinasi sektor
Koordinash parekonomian
Bidang Persentase 75 paket 43 paket 11E%
Perekonomian, lancarmya pada (285 6T%]
Pembangunan, pengadaan barang awslnya dan
Kesra dan dan jasa di Kab. dengan
Kerjasama Lira Puluh Kota adanya
yang sesual refokusing
dengan aturan akibatg
perundang- wahah
undangan COVID-19
target
difurunkan
menjadl 15

Tabel 3.2.1
HASIL PENGUKURAN KINERJA

PREDHKAT

Sangat
Tinggl

Sangat
Tingg!

Sangat
Tinggl

Sangat
Tinggl

Sangat
Tinggi
Sangat
Tingg

Sangst
HUnEgEl

[PTIrTPRT————— .



@ SERRETARMT DAFRAH KABLITATEN LOMA PLILLA RTITA

3.3,

1

Terwijudmya
Pelayanan
Administrasl
Umum yang
efektif dan
efigien

Persantase Magid/
Mushaita) Suriu/
MDA/ TP vang
dibantu Pemila
ralalui hibak

Fersentase
peningkatan
kesepakatan
kerjasama yang
ditindaklanjuti

Perseniasa
kegiatan
P b
Daerah yang
terpublikastkan

Jumilsh dokumen
perencanasn dan
pelaporan
sEkratariat
Daerah vang

(R TRLESLIM
Persentase sarans
dan prasarana
KDH/WEDH dalam
kondigl baik

paket
(97%)

7.85%

T5%

100%

1 dokurmen

ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di
atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada
Indilator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-
masing Sasaran dan Indikator sasaran adalah sebagal berilkut :

Tabel 3.3.1

Analigis Capaian Sasaran Strategis 1

5,84 %

96,49 %

6%

1 dokurmean

100%

T5%

128,7%

96%

100 %

111%

Sedang
Sangatl

tinggi

Sangat
tnggi

Sangatl
Tings!

Sangat
tingzl

Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan

Indikaton
Kinerja

Milai EXPPD

Hukum

Target  Target  Realisasi  Targat  Realisasi  Ket

RPIM 2019

Peringkat Wilai

] 3, 1500

209

Milal
24,9731

2020

Nilai
31750

2020
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Parsentase 100% 100% 100%™ 100% 100 Eangat
Kegiatan Tings!
pamarintanan

Wang
terfasiitasi

7. Nilai : 5T 66,57 &7 §9,70 Tingsi

Enmpondn
Pelaparan
Alkuntsbilitas
Kinerja

3. Persanlase - 100% 1009 1005 100%W 'Hﬂlif'l
produk Hukum Tingsi
yang sesual
dengan
miekanisme
pembentukan
produk hukum
daerah

1. Indikator Kinerja ; Peringkat EKPPD

Evaluasi Kinerja Penvelenggaraan Pemerintah Daerah (EKFPD)
merupakan penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018)
merupakan hasil semnentara dari Laporan Inspektorat Propinsi Sumatera
Barat atas Laporan Penvelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun
Anggaran sebelumnya. Hasil pelaksanaan EKPPD akan diumumkan oleh
Kementerian Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah
(tanggal 25 Apnil)

Tidak tercapainva target nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2019 {penilaian dilakukan terhadap LPFD Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2018) disebabkan karena tidak terpenuhinya dokumen
pendukung maupun data yang diminta oleh Tim Daerah Sumatera Barat
maupun Tim Nasional. Kedepan diharapkan seluruh OPD dapat
menyediakan data indikator kinerja Kunci (TKK) dan sekaligus dokumen
pendukungnya

2. Indikator Kinerja : Persentase Kegiatan Pemerintahan yang difasiitasi

[T ———— . |
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Indikator kinerja ini dilaksanakan dalam kegiatan Koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Capaian kegiatan i
adalah 100%. Namun pada tahun anggaran 2020, dalam kegiatan mi
terdapat sub kegiatan bari, vaitu Rapat Koordinasi Forum koordinasi

Pimpinan Daerah (Forkopimda) vang dilaksanakan sebanvak 12 kali
selama 12 bulan.

| Sarmbar 7 Dchumectas Rapat foordmash harsama aparsdr oan pernasinighan mengenal batas daeral |

2. Indikator Kmena

Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinena
Sekretarial Daerah

Tabel. 3.3.1.1
[ Capainn Nilai Kemponen Pelaporan Aluntabilitas kinerja Seloelarial Diarrah|
= =5 B I; .i - —
:Hp Tk Kisegj | Awgd | Twpa | Hesliss | Copslin Toargel | Peallassd | Capmins
. Ut RPIMD | HHE My A W | o | *
] R
Tedilad Kompeeen .
Pelamaran Akuniabilnas | = i [ i &1 &g, T (4 E NS
kinera
Hztn-mmls capaian

L (0T e
]
iy E et — 1 ]
Dunber dain - Sagian Crpanises Setdo, 20
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Crasnbar, 3
Grafik Nilni Remponen Pelaparan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Pencapaian indikator kinerja sasaran stra tegis di atas, dapat diuraikan
sebagal berikut:
Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dengan target 67
terealisasi 69,70 atau sebesar 104.02 % Capaian ini lebih tinggl dari
tahun 2020 dimana dengan target 67 terealisasi sebesar 66.57 atau
sebsar 99.35%.

¢ b 4 Pestlon SAETP Todmin 2000 sdek K amermpuiniit! setale milein g | R TEU0

LA Sty Kal Livwr PUluR Koir _
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3. Indikator Kinerja : Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.3.1.2
{ Capaan Nilw Komponen Pelaporan Akuntabilitas kinerja Sekretanat Daeraly|

-l ~Ew el e

|
I"'_ +
L | Milermin ol Isdeks
_ | Kegnasan Magvarakan 8.4 ™ 8276 e 77 K10 (THE

| Rain-rma cipaias 1R SR | w0w0s
‘Bimbser demn Bpynan Crpanisas! Serde, 2000 :

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis di atas, dapat diuraikan
sebagat berikut :
Hata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Rata-rata indeks kepuasan masvarakat dengan target 77 terealisasi
82,76 atau sebesar 109.08 % Capaian ini lebih tinggi dari tahu 2019
dimana dengan target 75 terealisasi sebesar 82.76 atau sebesar 108.58%.
Untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya
perbaikan kinerja layvanan secara berkelanjutan maka Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
lcabupaten Lima Puluh Kota melakukan Survei Kepuasan Masyvarakat bagi

Perangkat Daerah vang memberikan pelayanan kepads masvarakat pada
tahun 2020

Ru.:,.li,‘_;m_ Nibih livdlehs Kejmavan Masyuraki

- 2236 218
B ' T
71a
ap = Tangel
an ® Realizas

(=

s =

Caaribai & Grafik Pencapaian Raty- eaia Niluk Indeks Repoasan Mmvarakat
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4. Indikator Kinerja : Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan
mekanisme pembentukan produk hukum daerah.

Sesuai dengan amanat vang tertuang dalam Undang- undang Nomaor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Pemerintrah Daerah sesuai
dengan kewenangannya melakukan kajian dan telaahan seluruh produk
hokum daerah, baik dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan
Kepala Daersh dan Keputussn Kepala Daerah serta bentuk perundang-
undangan lainnva, seperti Surat Edaran dan Instruksi Kepala Daerah.
Kajian dan Telaahan ini telah dilakukan dan selanjutnya diharmonisasi
sehingga rancangan produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan
aturan vang lebih tinggi dan rdak bertentangan dengan kepentingan
masvarakat.

Dari Rancangan Produk hukum Daerah ini telah ditargetkan setiap
tahun, telah mencapal target sampai saat ini tidak ada kendala dalam
melakukan kajian dan telaahan karena mekanisme vang dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan vang berlaku

Produk Hukum I Jumiah Rancangan | Jumish Produk |  Persantase
Mo Produk Hulum | Huklim yang
[ —— . . selessd 0000 |
1 | Peraturan Daerah i £ 5 _ oo
| 2 Hra-'iu'r'iﬂ_@ﬂih Cramrah | 10 | s | 1008
| 3 MeputusankepalaDeessh | = 383 2~ 2002003 2 | 100N
Tabel 3.3.2

Analizis Sasaran Strategis 2
Meningkatra Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonamian,
Pembangunan, Kesra dan Kerjasama

| RPIM w19 | 2019 ‘2020 2020

1,I"Pgr:.gmsenmr=num | o0% a0, 100% S0 91.58% | Sangat
I | sektor parekonomian | .

i

AP Sdale Kab D Puifoly Hﬂ:_

| Tingg |
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5 Persentase fancarnya 97% | BOpskat | B2 paket 75 pakot | 43 paket | Sangat
pengadaan barang 190%} | [102,5%) | peda REEETX] | tinggi
| dan jasa di Kabupaten | I
Lima Puluh Kota yang Han
Seiuni dengan aturan
adarns
| pErendang-undangan rofolusing
skibat
| wabah
COVID-18
| target
| gituturkan
| marjadi 15
pkat
L -

3. jumlahlambaga - 770% 6,59 % THES % 5,51 % Sedang
pendidikan
keagamaan (TPO,

‘ MOTA dan Surau)
yRay dibine . !

4, Persantase = 75% 1B83% TEN 25ATE . | Sangat
peningkatan | tinggl
kesepakatan
kerjasama yang

 ditindaklanjuti

L. Indikator kinerja : Persentase koordinasi kegiatan sektor Perekonomian

Bagian Perekonomian dalam TA 2020 mempunyai target 90% dengan
realisasi 91,58% dari total & {Sembilan) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.
Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan pelaksanaan rapat-rapat dengan
mstansi terkait dalam rangka pemantauan terhadap konservasi sumber
dayva alam, pelaksansan sosialisasi terkait penggunaan dana DBH-CHT
tentang sosialisasi peredaran rokok tanpa pita cukai tembakau, rokok
dilekati pita cukai palsu, pemantsuan terhadap peredaran pupuk dan
pestisida bersubsidi, pembuatan buku potensi ekonomi, serta pembahasan
pembuatan draft naskah akademik PDAM.

Pemantauan terhadap komoditi beredar dalam menekan angka inflasi
yang ada diwilayah kabupaten lima puluh kota, sedangkan dalam
pelaksanaan untuk event pameran Sumatera barat expo tidak dapat
terlaksana karena adanya pandemic covid-19 dengan alasan tidak boleh

LIP Sty iats Lima P Ko TETTTID
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mengumpulkan orang banyak yang menyebabkan penyebaran virus,
Walaupun dalam tahun ini banyak pemotongan anggaran, Bagian
Perekonomian tetap melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan

standar protocol kesehatan vang ditetapkan berdasarkan acuan dari
pemerintah pusat

2. Indikator kinerja ; Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di
Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-
undarngan.

Pada tahun 2020 Bagian Pengadaan Barang/Jasa menargetkan
untuk melaksanakan 75 paket tender dengan tingkat kelancaran
pengadaan barang/jasa sebesar 97%.

Dalam pelaksanaannya, dengan adanya wabah COVID-19 terjadi
perubahan prioritas dalam pemanfaatan anggaran sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
APBN Tahun 2020. Hal ini membuat banvak paket-paket tender yang
dibatalkan pelaksanaannya sehingga target pada Bagian Pengadaan
Barang/Jasa disesuaikan menjadi 15 paket.

Target pada tahun 2020 ini pada akhirnya dapat direalisasikan
sebanvak 43 paket atau 286,67%. Hal i tidak terlepas dari terbitnya
Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian APBN Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan DAK Fisik T.A 2020,
sehingga ada beberapa paket tender yvang réencana awal tidak jadi di tender
menjadi ditender kembsali.

3. Indikator Kinerja "Persentase Masjid/ Mushalle/ Surau/ MDA/ TPQ yang
dibantu Pemda”

Indikator Kinerja dari sasaran strategis pertama ini adalah Persentase
Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemerintah

LWHHMWMMM_



@MMTMMH WCARLFWTEN LAy ALY BCITA

Daerah melalui dana hibah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada
wmhun 2020 persentase masjid dan mushala yang dibantu melalui dana
hibah mencapai 5,84%. Persentase ini masih kurang dari target vang
ditetapkan di awal tahun yakni sebesar 7,85%.

Jumiah masjid vang dibantu pada tahun 2020 adalah sebanyak 78
masfid yang bersumber dar anggaran hibah. Realisasi ini masih kurang
dari target ini disebabkan karena anggaran vang dialokasikan pada Belanja
Tidak Langsung belum mencukupi sesuai target. Oleh karena it uniuk
tahun berikutnya, agar realisasi bantuan hibah dapat memenuhi target
vang telah ditetapkan, maka perlu penambahan anggaran hibah untuk
Masjid/ Mushalla tersebut.

Program dan Anggaran yang mendukung TKU tersebut terlihat seperti
tabel berikut ini :

Tabel.3.3.2.1
Capaian Program dan Anggaran
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah tahun 2020

No | . Indikator Kinerja Alokasi Realisasal W
| Frogram | Program Anggnran Anggaran | Capaian
1. | Program Maninghatnys 2.255.872,500 2.185.396,000 | 95,88 |

Pengembangan pemahaman terhadap

Hilai Budaya nilzi-nital budaya dzn

keagamaan |

2. | Program | Meningsatnya ' 22.322.000 19422807 | 87,01

Peningeatan pemahaman keagamaan

Pemahaman masyarakat

Keagamaan

Masyarakat i | .
3, Program | Meningistriya | 32443 000 31.843 5323 o815 ]

Pembinaan pembinaan @rhadap

Keagarmaan ksgiatan keagamaan

Masyarakat |

LRIIP vty Kat i A oe (R
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Doltumentasi penyerahan bantuan Hibah Masjid / Musholla

Cramtagr 6, :"EH_I!_{-E'FE.IHHFI: bantuan fFibah .'n;ﬁ:l.il{rd Mujahidr'rr Lubuak Hﬂ”"gll‘-'l'-l'k-
Kecamatan Horau oleh Bupati Lima Puluh Kota

FHXRARRN
RN AR RN

Gambar 7. Penyerahan bantuan hibah Masid Raya Limbanang, Kec. Suliki
Cileh Dandim (3306750 Limo Puluh Kata

LENP oty Kak Lims Polun Koty _
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4, Indikator kinerja ! Persentase Peningkaian Kesepakatan Kerjasama
yang ditindaklanjuti

"WNo | indikatorKineja | Target | Target | Reslisasi  Target | Reallsasi | Ket
| RPIM | 2009 | 2019 | 2020 | 2020

1) Pertentase - | 75% 9549% | 75% 97 44% | Sangst
| peningkatan tinggi
kesepakatan
karfasama yang
| | difasilitasi

Persentase kerjasama daerah vang terkoordinir dimana Program
vang digunakan untuk mencapai indikator kinerja ini adalsh Program
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2020
ditargetkan sebesar 75 % dengan realisasi pelaksanaannya 97,44 %, Dari
39 Kerjasama vang akan dilaksanakan hanya bisa dikoordinir sesial
dengan peraturan perundangan undangan yang ada hanya 38 kerjasama
vang dapat difasilitasi dikarenakan terdapat 1 kerjasama yang belum dapat
terfasilitasi kerana belum tersedianya dana pada OFD Teknis pelaksana
rencana kerjasama.

LgiP Setcts Kot Lirs st £ors IEREREIR
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Tabel 3.3.3
Analisis Sasaran Strategis 3
Terwujutriya Pelsyanan Administrasi Umum yEng etektil dan efisien

No indicator Kineria Target Target Realisasi Target Realisasi  Ket
1. Persentase kegiatan Pemérintzh - 100M 100% 100% 100
Daerah yang terpublikasikan
2. lumiah dokumen perencanaan - 1 dok 1 dok 1dok  1dok
dan petaporan Sekretariat
Daarah yang tarsusun
3, Persentase sarana dan prasarana - BE% 100% =l
KOHWEDH dalam kondisi baik

l. Indikator kinerja : Persentase kegiatan Pemerintah Daerah veang
terpublikasikan
Pada tahun 2020 kegiatan Pemerintah daerah vang terpublikasikan tidak
tercapai maksimal karena adanya pandemic covid-19 sehingga sebahagian
anggaran publikasi dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten
Lima Puluh Kota, Dimana anggaran awal bagian Humas dan Protokol
adalah Rp. 1.982.331.178,- dan anggaran setelah perubshan Rp.
1.153.134.881,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.107.564.440,-
Tabel. 3.3.3.1
Capalan Kinerja Kegatan Pemerintah Dasrah yang terpublikasikan

[T T INDIKATOR | TARGET | REALISA [ rmliT_I
0 STRATEGIS HINERJA el
T Toselengpaanys | Peneniase bagiaten | 100N | SE09% BE05% | sengat Tirep) |

doelumantast dan Pemanantah Dasrah yang
pubilikasl kegiatan | terpublikasitan

| Pemerirtah Dasrah | Peryertase dokumentasl 100% D505 36.05% | SangstTinggi
Feasil Emgiatan
Pemeriniah Dasrah |
[ 2 | Terwujusdryn Parseniase Kegiatan £0H 100% RLDH SE40N | Sangat Tinggi |
amlayanan FWEDM yang terfasliies

mdnistrasl Limam | oleh protokoler
yang Efektil  das
| Efsimm

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan pada Bagian
Humas dan Protokoler jika dilihar dan anggsran perubahan memang bisa

Eaamm
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kegiatan vang tidak teriaksana karena sebagian angpgaran dialihkan untuk

penanganan covid 19 di Kabupaten Lima Puluh Kota,

Beberapa kegiatan vang tidak terlaksana pada tahun 2020 antara lain :

1. kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informas
dengan sub kegiatan Pertemuan Bakohumas vang pada awalnva ditargetkan 4
kali pertemuan, namun di tshun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena
angparan dialihkan untuk penanganan covid 19 di Lima Puluh Kota,

2. Regiatan Penyebariuasan Informasi Pembangunan Deerah dengan sub kegiatan
Jumpa Pers: Pada awalnya Jumpa Pers ditargetkan untuk 12 kali kegiatan
namun ridak terlaksana karena anggamannyve dialihkan untuk penengsnan
covid 19 di Lima Puluh Kota.

3, Keglatan penyebariuasan Informasi penyelenggaraan pemerintah dacmh
- 23ub keginian penerbitan Tabloid Sinamar. B tehan 2020 penerbitan Tabloid

Sinamar hanva dapat dilaksanakan satu kali penerbitan.

- Sub keglatan penerbitan lputan khusus/advertorial di media cetak maupun
online, TH awal ditargetkan 164 kali terbit namun hanya bisa terlaksana
schanyak 92 kali terbit, Hal inl disebmbkan ksrena anggarannye dialihkan
untuk penanganan covid 19 di Lima Puluh Kota.

4. Regintan penyebarivasan mfomasi vang bersifat penyuluhsn Dag masyaraksn

Sub kegatan penvampaian informasi melalui mohil tnit kelling yang tidak

dileksannkan dan penvempaian informas! melalui spanduk hanva 810 meter

dar! vang ditargetkan di awal sebanvak 1,375 meter. Hal inl dizsebabkan karena
sebagian anggaran uniuk penanganan covid 19 di Lima Puluh Kota.

Kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokoleran. Sub keglatan Bimbingan Teknis

Keprotokolan bagi OPD dan lomba pembawa acara [ MC bagi OFD tidak

terlaksans di whun 2020 karens angearan didlihkan untuk penanganan covid

19 i Lima Puluh Kota.

s

2. Indikator : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
Sekretanal Doerah yang tersusun

Tersusunnya dokumen perencansan dan pelaporan di lingkup Sekretariat
Daerah, pada indikator ini telah tercapai target realisasi sebesar 100%%
dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kega (Renja) Sekretariat
Daerah sebanyak 1 (satu) buku. Kegiatan Penvusunan Laporan Keuangan
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Semesteran, Capaian kinerja kegiatan penvusunan laporan keuangan
semesteran  adalah 100 % sebanyak 1 {satu) buku. Kegiatan imi
dimaksudkan adalah untuk menviapkan laporan keuangan sekretariat
daerah untuk semesteran tahun 2020. Serta Kegiatan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun, Capaian kinerja kegiatan penyusunan laporan
keuangan akhir tahun adalah 100 % sebanyak 1 (satu) buku,

Mo Indikator Kinerja Target Target Realisasi Target Realisasi  Ket

1. Jumish dokumen perencanaan - 1dok  1dok  1dok  1dok
dan pelaporan Sekretariat
Daerah yang tersussn

3. Indikator kinerja : Persentase sarana dan prasarana KDH/WEKDH dalam
kondisi baik

Persentase sarana dan pra sarana KDH/WKDH dalam kondisi baik dengan
target 90% terealisasi 100% sehingga terjadi peningkatan capaian target
menjadi 111%. Admininistrasi perkantoran yang disediakan untuk Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, rumah dinas KDH/WKDH
dan mess Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selalu terzad:
peningkatan dari tahun ke tahun,

Tabal. 3.3.3.2
Reallsasi Anggaran Kegiatan di Bagian umum dan Periengkapan tshun 2020
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Dan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Realisasi anggaran dapat
terlaksana dengan optimal, jika dilihat dari anggaran awal, banvak kegiatan
vang tidak terlaksana karena sebagian anggaran dialihkan untuk
penanganan covid 19 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Administrasi perkantoran vang disediakan meliputi :

Penyediaan peralatan surat menyvurat dan benda pos lainnya berupa
materal, perangko biasa dan perangko kilat;

Pembayaran biaya telepon, sumber dava air dan listrik Sekretariat
daerah Kab. Lima Puluh Kota, Rumah dinas KDH/WKDH, rumah dinas
Sekda dan mess Pemda Kab,.Lima Puluh Kota:

Penyediaan jasa kebersihan kantor berupa alat -alat kebersihan dan
pembayaran honor pertugas kebersihan;

Penyediaan alat tulis kantor berupa Kertas, staples, pena, map dan lain-
lain;

Penyvediaan barang cetakan dan penggandsan berupa eetak amplop
Bupati, sekda, cetak kartu lebaran, kartu nama KDH/WKDH, blangko
kwitansi dan lain-lain:

Penyeliaan alat-alat listrik /penerangan bangunan kantor berupa
lampu, kabel, peralatan listrik, belanja TV Kabel dan lain-lain;
Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk
KDH/WKDH, Sekda, asisten, Kabag, kasubag dan staf,

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
vang dibavarkan berupa honor Kuasa penggunan anggaran, ajudan dan
sopir KDH/WKDH, honer PTT dan PHL

LA Seftn Apd-Lima Pl Kiaoe _
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3.4,

ANALISIS EFISIENS] ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota
pada tahun 2020 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4.1,
REALISASI ANGGARAN 2020

SERRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
. ; :
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Sesuai DPA-P Tahun anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota mengelola anggaran sebesar Rp 27,004,945,473,- yang terdiri
dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.10,598,846,177,. dan Belanja
Langsung sebesar Rp 16,466,099,296,-. Belanja Tidak Langsung digunakan
untuk belanja pegawai, vaitu belanja gajl dan tunjangan. Sedangkan
Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan  yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Fuiuh Kota
Realisasi keuangan sebesar 06,14% dengan penyerapan dana sebesar Rp
26,020,617,505,.-

Dari sisi akuntabilitas kineria Program dan Kegiatan, Sekretanat
Daerah melaksanakan 29 program dan 93 kegiatan. Perkembangan
pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun
2019 adalah realisasi fisik sebesar 100 %. Dari hasil pengukuran kinerja,
secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat
dikategorikan sangat baik. Namun akibat dampak pandemic Covid-19 ada
beberapa kegiatan vang tidak maksimal dilaksanakan karena pengurangan
anggaran. Tetapi Hal demikian tidak membual semangat dan integritas
aparatur menurun dalam melaksanakan kinerja, ini dibuktikan bahwa rata-
rata capaian dari 11 (sebelas) indikator kinerja berada di interval 95-100
atau sangat berhasil.

3.5. TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT KABUPATEN

Berdasarkan Hasil evaluasi vang dilakukan Inspektorat Kabupaten
Lima Puluh Kota atas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada
beberapa rekomendasi vang dikeluarkan untuk Sekretariat Daerah agar
ditindaklanjuti. Beberapa diantaranya yaitu Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kineria, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal, Pencapaian
Sasaran/ Kinerja Organisasi. Beberapa rekomendasi yang sudah
ditindakianjuti antara lain:
a. Melakukan Reviu terhadap dokumen Renstra secara berkala,
vang dilakukan per Triwulan. Kegiatan bertujuan untuk

I ——— |
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melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra. Reviu terhadap dokumen renstra Sekretariat Daerah i
dikoordinasikan oleh Bapelithang

b. Terkait dengan hasil evaluasi vang lain dan rekomendasi Vang
diberikan oleh inspektorat akan ditindaklanjuti dan sesuai
dengan kewenangan dan aturan vang beriaku

3.6. PRESTASI YANG DIPEROLEH TAHUN 2020

Pada tahun 2020 ini prestasi vang dicapai Sekretariat Daerah
adalah * Kabupaten Peduli HAM * tahun 2019-2020, vang diberikan
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl melalui Direktorat
Jenderal Hak Asasi Manusia pada tanggal 8 Desember 2020, Prestasi ini
diperoleh berkat kerja keras dan dukungan semua pihak khususnva
Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan
produk- produk hukum dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan
masvarakat,

LGP Sty Wadh, Ll Pl Kot _
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kab,
lims Puluh Kota Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja
selama tahun 2020, Yang menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya
pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat
capaian dan target sasaran stralegis.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapatan
sasaran strategis vang telah melalui proses penyesuaian dan penajamean
sasaran vang didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil
evalugsi kinerja secara mandivi menunjukan bahwa dar 11 indikator
kinerja vang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat
dilnksanakan sesuai target, walaupun masih ada hal-hal lainnya yvang
harus diperhatikan agar kinerja Setda Kabupaten Lima Puluh Kota lebih
baik lagl Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target
yang ditetapkan, kami akui semata.mata merupakan kelemahan dan
ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan
hanvalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan
ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebin baik lagi
dimasa vang akan datang.

B. LANGKAH- LANGKAH DIMASA YANG AKAN DATANG

Walaupun hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikategorikan sangat baik, harus
diakui pula bahwa Pelaksanasn program dan kegiatan lingkungan
Sekretariat Daerah masih memiliki  kelemahan karena keterbatasan
Sumber dava vang ada namun kedepan diharapkan peran dan dukungan
dari semua pihak agar seluruh target kinerja berhasil dengan optimal,

Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh aparatur dari berbagal
level mulai dari pimpinan sampai pelaksana di tingkat bawah agar
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senantiasa bekerja dengan integritas, moral, disiplin dan usaha maksimal
sesual dengan bidang tugasnyva mewwjudkan tujuan, serta mengevaluasi
kinerja sehingga diharapkan kedepan secara bertahap kelemahan dan
kekurangan tersebut dapat diperbaiki.

Pada akhimva diharapkan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah
vang merupakan bentuk akuntabilitas dar pelaksanaan tugas dan lungsi
vang dipercavakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran dapat terlaksana dengan baik.
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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA FULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH
Bukik Lima.falan ln':q-_:rn Megara Kim 10 Saritamak, Kode Fos 262571
Telp. (0752) 7750502 Fax, (0752 7750494 - 7750495
Email ; kinhS0kotaemail com Web Site |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam mangkse mewujudkan manajemen  pemeriniahan  yang  efektil,
mransparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertantds
tangan di bawah ini:

Nama | WIDYA PUTRA, 6.80s, M.BEi
Jabatan  SEKRETARIS DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA

Selanjutnva discbut sehagai PIHAK PERTAMA

Nama : [IRFENDI AREI
Jubuatan :  BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan langsung pihak perfiama
Selanjutnya discbut sehagal PTHAK KEDLUA

Pihak pertama berjanfl akan mewujudkon target kinerja yang seharusnyn
geeual lnmpiran perjanjian ind, dalam rangks mencapal target kinerja jungka
menengah sepertl yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinegja tersebur menfadi
langgungiaweh kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisl vang diperiukan serta  akan
melalcnkan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan
yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan ser ksl
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Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEERETARIS DAERAH EABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Meningkainyva fosilitasi dan
hoordinnsi Ridang
Pemerintahan dan Hulkum

1. Nilsi EXPPD Kabapaten
Lima Puluh Kota Tingkat
Provinst Sumaiers Bara

Nt ERFPLD

Nilai EXPPD
3. 1750

2, Perseniase Ermnran
Pemerintahan yang
terfasilitasi

3, Persentase runcangan
Produk Hukum yang
ditindaldanjuti sesuai
dengnn mekanisme
pembentukan produk
hukum dasrmh

100

100

1, Nilai Komponen Pelaparan
Akuntabilitas Kinerja

Nilad

Meningkainye Fasilitnsd
Perelkunominn ,
Pembangunan, Kesra dan
Eetjasamn

5, Persentase oordinasi
nelitor Perehonominn

LT

B. Persentase lancarnya
pengadaan berang dan

| jasa di Kabupaten Lima

Puluh KEota vang sssuai

dengan aturan perundang-

urndangan

7, Permentase
Masfid / Mushalla /Surau /
MDA/ TPQ vang dibanta
Pericla miebalul Hibah

785

8. Pereeniasc peninghkatan
kesepakaian kerjasama
yang iitndaklanjud

Tersujurnya Pelavanan
Administras Umum yang
elekil dan efisien

T

g ooy
Pemerintah Daecrah vang
terpublilesilon

100

10 Jumlah Doekuimes
Pereneanann dan
Pelaporan Seloetariat
Daerah

1 Dakumen
Perencanaan
dan 1
delumen
Pelaparan

11, Persentase sarana dan
prasarans KDH/WEDH
daiam kondis hails




B0, | PROGRAM ANGGARAN
1 Prngrm-u Pl.'layanﬂn Administrasi Perkantoran Rp. 5,615,730,250
2 | Program P Peningkatan Sarana dan Prasaruna Aparatur Rp,  4,111,963,500
3 | Program Peningkaitan Disiphin Aparatur " Rp. 210,000,000
4| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Dava Aparatur Rp. 2,250,000
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp. 133,618,000
Capaian Kinerja dan Hr.uan.;un
] H‘ngram Pemberdavaan hﬂlemb.ﬁgﬂ_an Kesejahteraan Sosial Ep, 137,447,000
7 | Program Perlindungan dan Kenservasi Sumber Dava Alam Rp. 31,850,000
'8 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media. Rp. 12,235,400
Massy
!.?_ Program kerjasama informsi dan media massa Rp. 1.010.649 481
10 | Program Pengembanpan Kewirausahaan dan Keunggulan Rp. 61,603,000
Kompetitil Usaha Keeil Menengah
1l | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha | Rp. 37,480,500
| Mikro Keell Menengah
|12 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp.  77.547,500
13 anmn pengembangan ﬂ.&m![nl’unnnﬂjmrluik daerah Rp. 11,415,000
14 | Program Pengembangan Nilai Budava | Rp. 3,55 872,500
15 | Program Pengembangan Kemitraan Rp. 10,570,000 |
‘ 16 | Program pembinaan dan pengswasan bidang pertambangan | Rp.  25.203.000 |
|17 | Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Rp. 271,116,258 |
perdagangan
18 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri | Rp. 31 .ma,zr_:lg_
19 | Program peningkatan sistem pengawasan intermal dan | Rp. 469,594,969 |
pengendallan pelaksanaan kebilakan KM |
20 | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Ep. 36,810,500 ]
21_| Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 63,655,000
'22 | Program peningkatan pelayansn kedinasan kepala darcrah; Rp. 751,813,500 |
wakd] kepals deesrah
23 Program optimalisasi pemanfantan teknologi informasi Rp. 26,977,300
24 Program Peningkatan Kerfasama Antar Pemerintah Dacrah Rp. 3215.241 00
25 Fmﬂ,mm Penataan Peraturan Prrunda.ngaunda.m;nn Rp. 580,675,421
26 F'ms.ram Penataan Daerah Otonoml Bary | Rp. 36 Bﬁﬂ,ﬂﬂn
|27 | Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat 'Rp. 22,322,000
| 98| Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat Rp. 32,443,000 |
|29 | Program Reformasi Birokrasi Rp. 60,682,517
i - Jumlah Rp.  16,466,099,296
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